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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, administrasi publik akan 

memainkan sejumlah peran penting dalam merumuskan kebijakan-kebijakan/kegiatan-

kegiatan/program-program yang bertujuan untuk Negara, oleh pemerintah mulai dari pusat 

desa, dan menyelenggarakan pelayanan publik guna mewujudkan salah satu tujuan utama 

dibentuknya Negara, yakni kebahagiaan bagi masyarakat. 

Organisasi publik merupakan penyelenggara pemerintahan dan pelayan bagi warga 

negara. Peran organisasi publik sangat sentral dalam sistem pemeintahan yang 

berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga terciptanya suatu kinerja yang tinggi 

dalam organisasi publik perlu diupayakan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat 

berjalan secara efektif, efisien dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang semakin kompleks.  

Karakteristik negatif tentang birokrasi di Indonesia seperti yang dikemukakan Jay 

Shafritz dan Russel dalam Ruky (2002:32) seperti inefisiensi, kaku, prosedural, lamban, 

berbelit-belit dan korup terlanjur melekat dalam persepsi masyarakat tentang birokrasi 

yang ada di Indonesia. Meskipun setiap instansi pemerintah telah mengadakan perbaikan 

dan meningkatkan yang signifikan setiap tahunnya, namun masih dirasa kurang. 

Peningkatan kinerja menjadi salah satu faktor utama untuk memperbaiki kondisi birokrasi 

di Indonesia. Adanya evaluasi kinerja dalam suatu organisasi menunjukkan bahwa suatu 

organisasi itu mulai berusaha untuk mengupayakan peningkatan kinerja yang optimal. 

Oleh karenanya penilaian terhadap kinerja suatu organisasi merupakan suatu kegiatan yang 

sangat penting bagi organisasi, karena dapat dipakai sebagai ukuran penilaian keberhasilan 

suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu bahkan penilaian tersebut juga dapat 
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dijadikan sebagai input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja pada organisasi 

selanjutnya. 

Ruang lingkup pelayanan itu sendiri meliputi berbagai macam aspek kehidupan 

masyarakat yang sangat luas dan kompleks. Kinerja organisasi yang baik sangat 

berpengaruh terhadap pelayanan publik yang  mengutamakan kepuasan pelanggan 

(masyarakat). Selama ini birokrasi di Indonesia belum mampu menunjukkan kondisi prima 

sesuai dengan harapan masyarakat. Kondisi tersebut merupakan salah satu 

ketidakberhasilan kinerja birokrasi dalam upaya menuju Good Governance. Good 

Governance itu sendiri mempunyai arti sebagai suatu cara mengatur pemerintahan yang 

baik dengan memberikan pelayanan publik secara efisien, memiliki sistem pengadilan 

yang dapat diandalkan dan memiliki akuntabilitas publik. Karakteristik Good Governance 

mencakup partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsiveness, berorientasi consensus, 

efektivitas dan efisiensi, visi strategis, akuntabilitas (UNDP,1997:7). Governance suatu 

negara dikatakan baik atau buruk dapat dilihat dari kemampuan suatu pemerintahan dalam 

melaksanakan prinsip-prinsip tersebut.  

 Guna mencapai suatu pelayanan publik yang baik memang banyak hal-hal yang 

perlu diperbaiki dan salah satunya melakukan pembaharuan birokrasi. Birokrasi harus bisa 

mengurangi bebannya dalam pengambilan keputusan dengan membaginya kepada lebih 

banyak orang yang mana memungkinkannya lebih banyak keputusan dibuat kebawah atau 

kepada pinggiran ketimbang mengkonsentrasikannya pada pusat yang akhirnya menjadi 

stres dan tertekan sehingga menjadi tidak berfungsi baik dalam memberikan pelayanan 

publik. Desentralisasi ini akan menciptakan birokrasi yang lebih fleksibel, efektif, inovatif, 

serta menumbuhkan motivasi kerja daripada yang tersentralisasi. (Agung Kurniawan, 2005 

: 6). 

 Salah satunya adalah evaluasi  kinerja  terhadap  Dinas  Penanaman  Modal dan  
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu itu sendiri merupakan SKPD  baru hasil penggabungan DKPMD Kota 

Palembang dan KPPT Kota Palembang sesuai amanat Perpres 97 Tahun 2014 bahwa 

penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten/Kota. 

Sama halnya dengan instansi publik yang lain, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  

Terpadu satu Pintu Kota Palembang juga berusaha untuk memberikan pelayanan yang 

prima bagi masyarakat, yang mana didukung oleh faktor kinerja yang baik. 

 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Palembang 

merupakan unsur pendukung tugas walikota di bidang Pelayanan Perizinan kewenangan 

yang dimiliki Pemerintah Kota sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota 

Palembang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Palembang. Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok Melaksanakan 

Koordinasi dan Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di Bidang Perizinan secara 

Terpadu dengan prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi, keamanan dan kepastian. 

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang sangat beragam, didalamnya  

terdapat berbagai jenis pelayanan bidang perizinan dan non perizinan, yaitu : 

1. Keterangan Rencana Kota 

2. Keterangan Kajian Lingkungan  (SPPL) 

3. Keterangan Hygienis dan sanitasi 

4. Ijin Pemanfaatan Rawa 

5. Ijin Operasional Biro Jasa Reklame 

6. Ijin Penyelenggaraan Reklame 

7. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 

8. Ijin Gangguan 
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9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 

10. Ijin Usaha Industri 

11. Ijin Wajib Daftar Perusahaan (TDP) 

12. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 

13. Ijin Pemakaman dan Pengabuan Jenazah 

14. Ijin Penyelenggaraan Optikal 

15. Ijin Penyelenggaraan Apotik 

16. Ijin Penyelenggaraan Toko Obat 

17. Ijin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Medik Dasar 

18. Ijin Praktek Apoteker 

19. Ijin Tenaga Teknis Kefarmasian 

20. Ijin Praktik Bidan 

21. Ijin Praktik Perawat 

22. Ijin Kerja Perawat Gigi 

23. Ijin Usaha Perikanan 

24. Ijin Pemotongan Hewan 

25. Ijin Pemanfaatan Jalan Kota Utilitas 

26. Ijin Pembuangan Limbah Cair 

27. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 

28. Ijin Trayek 

29. Ijin Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi 

30. Ijin Panti Pijat Urut Tradisional (PPUT) dan Pani Pijat Urut Modern (PPUM) 

31. Ijin Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut 

32. Rekomendasi untuk Ijin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal 

33. Rekomendasi untuk Ijin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau 

34. Rekomendasi untuk Ijin Pembangunan Pelabuhan 

35. Rekomendasi untuk Ijin Pengoperasian Pelabuhan 

36. Rekomendasi untuk Pengelolaan Terminal Khusus untuk Kepentingan Sendiri 

37. Rekomendasi untuk Ijin Salvage dan Pekerjaan Bawah Air 

38. Rekomendasi untuk Ijin Penggunaan Perairan Pelabuhan 

39. Rekomendasi Pemakaian Badan Jalan 

40. Ijin Penyimpanan Kendaraan/Pool 

41. Ijin Insidentil 

42. Ijin Dispensasi 

43. Ijin Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada tempat-tempat tertentu 

44. Tanda Daftar Gudang 

45. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba 

46. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Modern 

47. Pendaftaran Penanaman Modal 

48. Ijin Prinsip Penanaman Modal 

49. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 

50. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 

51. Ijin Usaha, Ijin Usaha Perluasan, Ijin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman 

Modal (Merger) 

52. Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi Tenaga Kerja Asing 

yang lokasi kerjanya di 1 (satu) Kabupaten/Kota. 

(Sumber: BPM-PTSP Kota Palembang) 
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Kota Palembang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat kita 

lihat dari menjadinya Kota Pelambang selama dua kali berturut – turut menjadi tuan rumah 

dalam ajang olahraga bertaraf internasional. Dengan adanya event ini maka iklim investasi 

di Kota Palembang pun semakin meningkat, terbukti dengan dibangunnya pusat 

perbelanjaan dan sejumlah hotel di beberapa titik kota. Program peningkatan pariwisata 

pun semakin gencar dilakukan oleh walikota Palembang. Adanya investasi dan berbagai 

program pemerintah kota yang bertujuan menarik pihak luar untuk datang ke Palembang, 

menyebabkan tumbuhnya iklim usaha yang signifikan. Usaha-usaha tersebut dapat 

menambah lapangan kerja dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  (PAD). 

 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) 

memiliki peran penting karena melihat kota Palembang yang sudah maju memerlukan 

fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan usahanya. Melihat banyaknya perkembangan 

usaha dari skala mikro, skala besar, skala menengah, sampai dengan skala kecil, seperti 

mall, hotel, salon, rumah sakit, perusahaan perseorangan dan tempat usaha lainnya yang 

berada di wilayah Palembang memerlukan perijinan. Ini dilakukan agar tetap terjaga 

stabilitas hukum maupun ekonomi di negara kita umumnya dan kota Palembang pada 

khususnya. 

DPM-PTSP Palembang memberikan pelayanan administratif salah satunya berupa 

penerbitan perijinan di bidang perdagangan yang berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan 

(SIUP). Segala investasi dan jenis usaha sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-

DAG/PER/9/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha 

Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahan Perdagangan, 

yang dilakukan oleh masyarakat wajib mempunyai payung hukum yaitu dengan memiliki 
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SIUP. SIUP berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah 

Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan 

walaupun SIUP diterbitkan oleh pejabat penerbit SIUP di setiap Kabupaten dan Kota di 

masing-masing domosili perusahaan. 

Adapun jenis usaha yang wajib memiliki dan tidak memliki siup memiliki kiteria 

sebagai berikut :  

1. SIUP Kecil 

SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) 

seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha. 

 

2. SIUP Menengah 

SIUP Menengah wajib dimiliki olah perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih 

(netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha. 

 

3. SIUP Besar 

SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) 

seluruhnya si atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. 

 

4. SIUP Perseroan Terbuka (Tbk) 

SIUP ini wajib dimiliki oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 

berstatus  Perseroan  Terbuka  dan telah menjual saham perusahaan paling banyak 49%  



7 
 

 
 

dari  seluruh  jumlah  saham perusahaan kepada badan usaha dan/atau perorangan asing  

melalui penawaran secara umum dan terbuka. 

5. SIUP Mikro 

SIUP yang dapat diberikan kepada Perusahaan Perdagangan Mikro, dengan modal dan 

kekayaan bersih seluruhnya tidak lebih dari Rp. 50 Juta. 

Berikut ini jenis usaha yang dikecualikan atau tidak wajib memiliki SIUP sesuai 

dengan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.36/M-DAG/PER/9/2007 

tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan, yaitu : 

a. Cabang perusahaan atau perwakilan perusahaan 

b. Perusahaan kecil perorangan yang: 

1) tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan 

2) diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota 

keluarga/kerabat terdekat 

c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau  pedagang kaki 

lima. 

Berikut ini merupakan syarat dan ketentuan yang diperlukan untuk membuat SIUP, 

yaitu : 

1. Surat Permohonan 

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor Direktur utama atau 

penanggung jawab 

3. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar untuk Direktur atau Penanggung 

jawab 

4. Fotokopi akta pendirian perusahaan 

5. Data akta pendirian perseroan yang telah diketahui oleh kementrian hukum dan 

HAM 

6. Fotokopi akta perubahan pendirian perseroan (kalau ada) 

7. Fotokopi keputusan pengesahan sebagai badan hukum 

8. Fotokopi surat ijin gangguan 



8 
 

 
 

9. Melampirkan neraca awal perusahaan 

10. Fotokopi ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang 

diterbitkan oleh instansi yang berwenang (contoh : rekomendasi BKSDA untuk  

bidang usaha penjualan hewan langka dan tumbuhan langka) 

 

Gambar dibawah ini merupakan mekanisme dan prosedur dalam melakukan 

pembuatan SIUP 

Gambar 1 

Alur Prosedur Pembuatan SIUP 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber : Standar Operasional Prosedur (SOP) DPM-PTSP 

Keterangan : 

1. Memperoleh informasi mengenai perijinan yang akan diajukan atau mendaftarkan 

berkas permohonan 

2. Memberikan keterangan atau memeriksa berkas permohonan, jika lengkap data 

akan di input ke sistem sipperi, cetak tanda terima, paraf, routing sistem ke Kasi 

Pelayanan 

3. Menyerahkan tanda terima pendaftaran ke pemohon 

4. Memeriksa berkas permohonan, stempel, paraf, routing dan diserahkan ke korlap 

5. Melakukan penjadwalan pemeriksaan lapangan, jika di perlukan pemeriksaan 

lapangan oelh tim teknis, jika tidak langsung di serahkan ke petugas pelayanan 

untuk cetak surat izin (line 11) 

6. Melakukan pemeriksaan lapangan, mengisi rekomendasi hasil pemeriksaan 

lapangan yang telah disetujui atau tidak lalu diserahkan kembali ke korlap 
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NAMA IJIN (PERMOHONAN)

1   Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 

1 - SIUP Kecil 1161 1136 

2. SIUP Menengah 268 253 

3 - SIUP Besar 49 39 

4 - SIUP Mikro  61  55 

5 - SIUP Paralel  2566  2294 

TOTAL Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) - 4105  3777

2 Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

1 - SIUP Kecil 271 239 

2 - SIUP Menengah 622 584 

3 - SIUP Besar 49 37 

4 - SIUP Mikro  16 18 

5 - SIUP Paralel  2119 1869 TOTAL Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) - 

2016 3077 2747

REKAPITULASI PENDAFTARAN REKAPITULASI SURAT KEPUTUSAN

7. Penilitian hasil rekomendasi tim teknis SKPD terkait, paraf, dan di serahkan ke kasi 

pelayanan 

8. Penelitian hasil rekomendasi, paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU 

9. Penilitian hasil rekomendasi, paraf dan diteruskan ke kepala kantor 

10. Penelitian hasil rekomendasi, penandatanganan dan diserahkan ke korlap 

11. Penelitian hasil rekomendasi dan diteruskan ke petugas pelayanan 

12.  Cetak surat izin / surat penolakan, paraf, routing sistem ke kasi pelayanan 

13. Pemeriksaan surat izin / surat penolakan, paraf, routing sistem ke Kasubbag TU 

14. Pemeriksaan surat izin / surat penolakan, paraf, routing sistem ke kepala kantor 

15. Pemeriksaan surat izin / surat penolakan, penandatanganan dan routing sistem ke 

petugas pelayanan 

16. Menyerahkan surat izin / surat penolakan ke pemohon 

 

Jangka waktu penyelesaian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil adalah 6 

hari kerja, sedangkan Surat Izin Usah Perdagangan (SIUP) menengah, besar adalah 9 hari 

kerja. Tabel berikut ini merupakan rekapitulasi pendaftaran dan surat keputusan 

permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tahun 2015 – 2016, sebagai berikut : 

Tabel 1 

Data Rekapitulasi Pendaftaran dan Surat Keputusan Permohonan Izin Usaha 

Perdagangan Tahun 2015 – 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang
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Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa adanya perbedaan jumlah antara rekapitulasi 

pendaftaran dengan rekapitulasi surat keputusan yang terjadi di tahun 2015 – 2016. 

Misalnya saja seperti yang terjadi di tahun 2015, jumlah pemohon SIUP ada 4105 orang, 

tapi SK SIUP yang terbit hanya 3777. Sama halnya dengan tahun berikutnya terjadi 

ketidaksesuaian antara jumlah pemohon dengan SK SIUP yang diterbitkan. Hal ini 

disebabkan karena adanya beberapa penumpukan berkas pemohon. Sehingga proses 

pengerjaan perijinannya diakumulasikan pada bulan-bulan berikutnya. Hal ini sesuai 

dengan yang diungkapkan oleh ibu Ruri Fransiska, S.E., M.Si, selaku Kepala Subbidang 

Perizinan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata, sebagai berikut : 

 “Iya memang ada perbedaan antara jumlah Rekapitulasi Pendaftaran dengan Surat 

Keputusan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa penumpukan berkas 

permohonan. Ini disebabkan karena adanya beberapa pemohon yang kurang 

lengkap dalam melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan, sehingga kami 

selaku BPM-PTSP menunda dulu sampai pemohon melengkapi persyaratan”.  

(wawancara, 20 Februari 2017) 

 

Akibat dari penumpukkan berkas ini adanya ketidaksesuaian jangka waktu 

penyelesaian yang telah ditetapkan dalam SOP DPM-PTSP yang mengatakan bahwa untuk 

penyelesaian SIUP hanya memakan waktu 6 hari kerja untuk SIUP kecil, dan 9 hari kerja 

untuk SIUP menengah dan besar. Dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2 

Jumlah SK SIUP yang diterbitkan dan Waktu Penyelesaiannya Dari Bulan Januari – 

Desember 2016 

Bulan Jumlah SK SIUP yang 

dierbitkan 

Proses Penyelesaian 

SIUP dalam waktu 6 

dan 9 hari 

Proses Penyekesaian 

SIUP lebih dari 6 dan 

( hari 

Januari 198 144 54 

Februari 225 146 79 

Maret 264 160 104 

April 257 163 94 

Mei 245 157 88 



11 
 

 
 

Juni 227 152 75 

Juli 212 140 72 

Agustus 195 126 69 

September 241 156 85 

Oktober 228 155 73 

November 221 145 76 

Desember 234 148 86 

Jumlah 2747 1792 955 

Sumber : DPM-PTSP Kota Palembang 

 Dari tabel 2  diatas dapat dilihat bahwa dari 2747 SK SIUP yang sudah diterbitkan 

dari bulan Januari sampai Desember 2016 terdapat 1792 pemohon yang proses pembuatan 

SIUP-nya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Dan sisanya yaitu 955  

pemohon yang proses pembuatan SIUP-nya tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan.   

 Menanggapi data statistik tersebut, bapak Drs. Ratu Dewa, M.Si, selaku Kepala 

DPM-PTSP Kota Palembang memberikan penjelasan sebagai berikut : 

“Kalau mas lihat data-data tersebut memang durasi waktu yang dibutuhkan untuk 

memproses SK sampai jadi lebih banyak yang molor dari waktu yang ditentukan. 

Tetapi hal tersebut bukannya kami (DPM-PTSP Palembang) tidak taat prosedur. 

Pada dasarnya administratif kami sudah sangat taat pada prosedur tetapi dari segi 

teknis dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang berwenang untuk 

cek lapangan belum bisa dikatakan taat. Terkadang juga mass, kendala justru 

ditemukan dari pihak pemohon sendiri yang terlalu lama melengkapi syarat-syarat 

yang kurang sehingga menjadikan waktu pengurusan SIUP bisa molor lebih dari 

waktu yang telah ditentukan.” 

(wawancara, 9 November 2017) 

 

Selain data statistik yang ada di atas, saya juga menemukan adanya ketidaksesuaian 

waktu dalam penerbitan SIUP. Hal ini sesuai dengan fakta yang saya temukan dalam 

artikel seputar Sumatera Selatan, sebagai berikut : 

“Hal ini dirasakan sendiri oleh kami “PT CIMS” saat mencoba mengajukan perijinan usaha 

pararel (SIUP, Ijin Gangguan Ringan, TDP). Proses pengajuan perijinan dengan nomor 
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16/0803.3137.027.V.2016 yang dijanjikan dan sesuai SOP BPM-PTSP Kota Palembang 

selesai dalam tempo 15 hari kerja ternyata sampai saat ini sudah 30 hari kerja belum selesai 

juga. Pengajuan Berkas lengkap tanggal 16 Mei 2016 dan selesai pada 16 Juni 2016”.  

(Seputar Sumatera Selatan, Jumat 17 Juni 2016) 

 

Dari pernyataan diatas bahwa adanya ketidaksesuaian waktu penerbitan yang telah 

ditentukan dalam SOP DPM-PTSP, yang mana dijelaskan bahwa penyelesaian waktu 

untuk pembuatan SIUP memakan waktu 6-9 hari kerja. Namun faktanya, dapat dilihat 

bahwa pengajuan berkas yang diajukan oleh PT CIMS terhitung pada tanggal 16 Mei 2016 

dan selesai pada tanggal 16 Juni 2016. 

Fenomena yang terjadi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

yang menjadikan latar belakang dalam pembuatan skripsi ini dan menitik beratkan pada 

kinerjanya. Hal ini dikarenakan tidak sesuainya jangka waktu penyelesaian SIUP yang 

telah ditentukan, dan adanya peningkatan surat yang gagal dalam pembuatan SIUP. 

Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang maka permasalahan penelitian  ini adalah bagaimana 

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dalam 

memberikan pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di kota 

Palembang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian 

ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dalam memberikan pelayanan penerbitan Surat Izin 

Usaha Perdagangan (SIUP) di kota Palembang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1. Manfaat Praktis Dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai teori tentang 

kinerja sebuah pemerintahan daerah terkait masalah pelayanan perijinan. 

2. Sebagai referensi bagi peneliti lain dalam mengadakan suatu penelitian tentang 

masalah kinerja penerbitan perijinan. 

3. Disusun sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar   

    sarjana  strata  satu  jurusan  Ilmu  Administrasi  Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu  

    Politik. 

b. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) 

Kota Palembang 

Sebagai suatu bahan rekomendasi dan pertimbangan dalam membuat suatu 

kebijakan berikutnya untuk meningkatkan kinerja khususnya yang berkaitan dengan 

pelayanan perijinan, umumnya pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah. 

c. Bagi Penulis dan Masyarakat 

1. Digunakan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (strata 

satu) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. 

2. Dapat di gunakan untuk reverensi bagi penelitian selanjutnya, yang berkaitan 

dengan permasalahan diatas. 
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